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PEDOMAN TRANSILITERASI
Transiliterasi huruf Arab kepada huruf latin yang dipakai dalam
penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri
Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Repoblik Indonesia Nomor:
158/1987 dan 0534b/U/1987.
A. Konsonan Tunggal
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
ا
alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
ب ba b be
ت Ta t te
ث Sa s es (dengan titik di
atas)
ج jim j je
ح ha h ha (dengan titik di
bawah)
خ kha kh ka dan ha
د dal d de
ذ zal z zet (dengan titik di
atas)
ر Ra r er
ز zai z zet
س sin s es
ش syin sy es dan ye
ix
ص sad s es (dengan titik di
bawah)
ض dad d de (dengan titik di
bawah)
ط Ta t te (dengan titik di
bawah)
ظ za z zet (dengan titik di
bawah)
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik
غ gain g ge
ف Fa f ef
ق qaf q qi
ك kaf k ka
ل lam l el
م mim m em
ن nun n en
و wau w we
ه ha h ha
ء hamzah ’ apostrof
ي ya y ye
B. Vokal Tunggal
Tanda Nama Huruf Latin Nama
 َا fathah a a
 ِا kasrah i i
x ُا damma u u
C. Vokal Rangkap
Tanda Nama Huruf Latin Nama
 َى Fathah dan ya’ ai a dan i




D. Maddah atau Vokal Panjang
Harakat dan Huruf Nama Huruf dan
Tanda
Nama
...ىَ  |اَ... Fathah dan alif atau
ya’
a a dan garis di atas
ى Kasrah dan ya’ i i dan garis di atas
 ُو Dammah dan wau u u dan garis di atas
Contoh:
 َتﺎَﻣ : mata
ﻰَﻣَر : rama
 ْﻞِْﯿﻗ : qila
 ُتْﻮُﻤَﯾ : yamutu
xi
E. Ta’marbutah
Ta’marbutah yang hidup  (berharakat  fathah,  kasrah  atau  dammah)
dilambangkan dengan huruf "t". ta’marbutah yang mati (tidak berharakat)
dilambangkan dengan "h".
Contoh:
 ِل َﻒَْطْﻷا ُﺔَﺿَوَر : raudal al-at fal
 َُﺔﻠِﺿ ﺎَﻔْﻟا ُﺔَﻨْﯾ ِﺪَﻤَْﻟا : al-madinah al-fadilah
ﺔَﻤْﻜِﺤَْﻟا: al-hikmah
F. Syaddah (Tasydid)
Tanda Syaddah  atau  tasydid  dalam  bahasa  Arab,  dalam
transliterasinya dilambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama





Kata  sandang  yang diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan
sesuai  dengan  bunyi  huruf  yang  ada  setelah  kata  sandang.  Huruf  "l"  (ل)
diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata
sandang tersebut.







Dinyatakan di depan pada Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah
ditransliterasikan  dengan  apostrop.  Namun, itu  apabila  hamzah  terletak  di
tengah  dan  akhir  kata.  Apabila  hamzah  terletak  di  awal  kata,  ia  tidak
dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.
Contoh:
1. Hamzah di awal
 ُتْﺮُِﻣأ : umirtu
2. Hamzah tengah




Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il, isim maupun huruf, ditulis
terpisah.Bagi  kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  yang
sudah lazim  dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena ada  huruf  atau  harakat
yang dihilangkan,  maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa




J. Lafz al-Jalalah (  ﱠ )
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya




 ﱠ  ُﻦْﯾِد Dinullahﺎِﺒﮭﻠﱠﻟا billah
Adapun ta’marbutah di akhir kata yang di sandarkan kepada lafz al-jalalah,
ditransliterasi dengan huruf [t].
Contoh:
 ْﻢُھ   ﱠ  ِﺔَﻤْﺣَر ِْﻲﻓHum fi rahmatillah
K. Huruf Kapital
Meskipun  dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini  huruf  kapital  dipakai.  Penggunaan huruf  kapital  seperti  yang
berlaku dalam EYD. Di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan
huruf awal dan nama diri. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang, maka
yang  ditulis  dengan  huruf  kapital  tetap  huruf  awal  dari  nama  diri  tersebut,
bukan huruf awal dari kata sandang.
Contoh:Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an





Judul :Problematika Dan Upaya Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Perkara
Mediasi di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA
Pokok masalah penelitian ini adalah bagaiman problematika atau problem apa
saja yang di hadapi hakim mediator dalam melaksanakan atau mendamaikan para
pihak dalam melaksanakan mediasi dan upaya apa saja yang di lakukan hakim
mediator dalam mendamaikan para pihak di Pengadilan Agama Makassar? Pokok
masalah tersebut selanjutnya di bagi kedalam beberapa sub masalah atau pertanyaan
penelitian, yaitu: 1) Bagaimana proses pelaksanaan mediasi di pengadilan Agama
Makassar?, 2) Apa saja problem mediator dalam melaksanakan mediasi di pengadilan
Agama Makassar?, 3) Bagaimana upaya mediator dalam penyelesaian perkara
mediasi di Pengadilan Agama Makassar?
Jenis penelitian ini adalah field research kualitatif dengan menggunakan
pendekatan yuridis normatif dan siosologis. Adapun Sumber data penelitian ini
adalah Hakim, para pihak yang di mediasi pengugat dan tergugat, dan Advokat di
pengadilan Agama Makassar. Metode pengumpulan data yang digunakan melalui
wawancara dan penelusuran referensi.
Hasil penelitian ini menjukan bahwa proses Mediasi di Pengadilan Agama
Makassar terkhusus pada Penyelesaian Sengketa Perceraian. Adapun Problem yang
di hadapi hakim mediator dalam mendamaikan para pihak hinga sampai sekarang ini
kurang berhasilnya mediasi di Pengadilan Agama Makassar. antara lain problem
mediator adapun jumlah mediator di Pengadilan Agama Makassar sebanyak 25 orang
dan jumlah perkara yang diselesaikan oleh majelis hakim per hari sebanyak  5 atau
lebih perkara dalam sehari jika satu bulan mencapai 50 perkara maka sulit bagi hakim
mediator untuk memaksimalkan perkara yang dimediasi secara tuntas, problem para
pihak para pihak yang datang ke pengadilan pada dasarnya telah melakukan
perundingan terlebih dahulu dan didamaikan oleh orang tua masing-masing sehingga
mediator agak sulit mendamaikan kedua bela pihak, dan problem Advokat.
Selanjutnya Upaya hakim mediator dalam mendamaikan para pihak yaitu: Nasehat
dari hakim Mediator, Hakamain, dan meningkatkan upaya yang timbul setelah terjadi
perceraian. Para pihak yang dimediasi sebaiknya mengendalikan emosi saling
menjaga perasaan, menghormati, dan penuh dengan keterbukaan. Sikap-sikap para
pihak yang muncul untuk menyelesaikan sengketa dengan baik dapat mendorong
lahirnya kepuasan psikologis diantara para pihak. Merasa dihargai dalam forum
mediasi oleh suami atau isteri, atau para pihak yang terlibat dapat ikut mendorong
terciptanya proses mediasi yang berhasil. Keberhasilan mediasi dapat pula dilihat dari
netralitas mediator dalam proses mediasi untuk mendengarkan dan memahami




A. Latar Belakang Masalah
Harus di akui, bahwa mendamaikan para pihak yang sedang berperkara di
pengadilan bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi jika sentimen pribadi lebih
mengumuka di banding pokok persoalan yang sebenarnya. Banyak faktor yang dapat
menghambat keberhasilan dalam menuju perdamaian, di antara sekian banyak faktor
tersebut, salah satunya adalah kurang tersedianya pranata hukum yang dapat
membantu para pihak dalam memilih metode yang tepat bagi penyelesaian
sengketanya.
Agar beragam kepentingan bisa ditata dan menjaga supaya perbedaan
kepentingan tidak mengarah pada kekacuan, maka manusia menciptaakan mekanisme
tata tertip berupa mengadakan ketentuan-ketentuan atau kaidah hukum yang harus
ditaati oleh setiap anggota masyarakat agar tertip bermasyarakat bisa tetap terjaga.1
Karena itulah dalam konteks kehidupan bernegara kita terdapat lembaga
peradilan yang berfungsi sebagai alat negara yang bertugas menerima, memeriksa,
mengadili, dan memutus perkara yang masuk.2 Dalam konteks status negara kita
sebagai negara hukum, maka sudah selayaknya apabila hukum diletakkan dalam level
tertinggi dalam konteks penyelesaian segala masalah yang masuk kewilayah hukum.3
1 Maskur Hidayat, Strategi dan Takti Mediasi, ( Jakarta: Kencana, 2016), h.3
2 Wildan Suyuti, Kode Etik, Etika Propesi dan Tanggungjawab Hakim, (Jakarta: Mahkama
Agung Republik Indonesia 2004), h.2
3 Maskur Hidayat, Strategi dan Takti Mediasi, h.3
2Tumpukan harapan masyarakat agar mereka bisa menyelesaiakan sengketa secara adil
menurut hukum yang berlaku. Penyelesaian sengketa yang didambakan oleh
masyarakat tentunya, yaitu peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan
sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4 ayat 2 UU No. 4 Tahun 2004 tentang
kekuasaan kehakiman.
Terhadap proses penyelesaian sengketa melalui peradilan terdapat kritik-kritik
yang mencermikan ketidakpuasan masyarakat, meliputi antara lain:
1. Waktu, proses persidangan yang berlarut-larut dan kesulitan mendapatkan
suatu putusan yang benar-benar findal dan binding karena waktu tidak
bisa dikontrol para pihak.
2. Biaya mahal, biaya pengadilan dibeberapa negara dianggap mahal di
samping sistem peradilan yang mempunyai prosedur yang bertingkat-
tingkat ditambah dengan biaya pengacara/advokat.
3. Adversary, proses beracara dalam pengadilan memaksapara pihak untuk
saling menyerang.
4. Prosedur yang kaku, kadang kala menghilangkan keleluasaan para pihak
untuk saling menyerang.
5. Lawyer oriented, karena sistem prosedur di pengadilan yang kompleks
maka para pihak yang bersengketa banyak mendelegasikan kepada
pengacara yang sering kadangkala kurang mendalami dan kurang
mengerti kepentingan klien.
6. Win lose solution, para pihak hanya akan mendapatkan putusan kalah
menang.
37. Hubungan putus, dengan win lose solution, maka hubungan para pihak
menjadi putus.
8. Menimbulkan sengketa/konflik baru, karena untuk menjaga gengsi,
menyelamatkan muka dan telah terputusnya hubungan maka dapat
memicu konflik yang baru.4
Keberadaan lembaga peradilan yang banyak mendapat kritik dan dianggap
belum mampu melaksanakan fungsinya dengan baik ternyata tidak berimbas pada
menurunya minat masyarakat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara
mereka dimuka pengadilan. Dari tahun ketahun jumlah perkara perdata yang masuk
ke pengadilan tidak mengalami tanda-tanda penurungan.5
Untuk mengatasi problematika sistem peradilan, maka muncul altenatif
penyelesaian sengketa dengan perdamaian. Dalam hukum acara di Indonesia pada
Pasal 130 Herziene Inlandsch Reglement (Selanjutnya disebut HIR) maupun Pasal
154 Rechtstreglement Voor De Buitengewesten (selanjutnya disebut R.Bg). Kedua
Pasal dimaksud mengenal dan menghendaki penyelesaian sengketa secara damai.6
Pasal 130 HIR/ 154 RBg tidak memberikan aturan secara rinci mengenai
prosedur perdamaian tersebut, sehingga hakim pemeriksa perkara akan melaksanakan
ketentuan tersebut dengan hanya memberikan saran, ruang dan kesempatan kepada
para pihak untuk berdamai sendiri, misalnya dengan menunda persidangan selama
satu minggu untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempu
4 Maskur Hidayat, Strategi dan Takti Mediasi, h.4-5
5 Maskur Hidayat, Strategi dan Takti Mediasi, h.5
6 R. Tresna, Komentar HIR, (Jakarta, Paradya Paramita 2005), h.110
4perdamaian. Dengan tidak adanya petunjuk pelaksanaan yang jelas dari proses
perdamaian tersebut menimbulkana rendahnya tingkat keberhasilan yang di capai
oleh lembaga perdamaian dalam proses berperkara.7
Kekosongan hukum yang terjadi dalam prosedur perdamaian menurut pasal
130 HIR/ 154 RBg mulai di antisipasi dengan munculnya beberapa produk hukum
yang di keluarkan oleh Mahkama Agung. Pada tahun 2002 Mahkama Agung
mengeluarkan SEMA No. 1 tahun 2002 yang berjudul “ Pemberdayaan Pengadilan
Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (eks Pasal 130 HIR/154 RBg)”,8
Tujuan penerbitan SEMA adalah pembatasan perkara secara substansif dan
prosedural. Sebab apabila peradilan tingkat pertama mampu menyelesaikan perkara
melalui mediasi atau perdamaian, akan berakibat berkurangnya jumlah perkara pada
tingkat kasasi.
Belum genap 2 (dua) tahun dikeluarkannya SEMA Nomor 01 tahun 2002
pada tanggal 11 September 2003, MA mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung
(selanjutnya disebut perma) Nomor 02 Tahun 2003 yang berjudul Prosedur Mediasi
di Pengadilan. Dalam konsideran huruf e dikatakan salah satu alasan perma
diterbitkan karena sema Nomor 01 Tahun 2002 belum lengkap atas alasan sema
belum sepenuhnya mengintegrasikan mediasi ke dalam sistem peradilan yang secara
memaksa tetapi masih bersifat sukarela dan akibatnya sema itu tidak mampu
mendorong para pihak secara intensif memaksakan penyelesaian perkara lebih dahulu
melalui perdamaian.
7 D.Y. Witanto, S.H, Hukum Acara Mediasi, (Bandung: Alfabeta, Cv, 2012), h.53
8 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata,Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.242
5Setelah dilakukan evaluasi terhadap prosedur pelaksanaan mediasi di
pengadilan sesuai PERMA Nomor 02 Tahun 2003 ternyata ditemukan permasalahan
yang bersumber dari PERMA tersebut. Kemudian untuk mendayagunakan mediasi
yang dilakukan di Pengadilan, MA merevisi PERMA Nomor 02 Tahun 2003 menjadi
PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Setelah beberapa tahun pelaksanaan  mediasi di Pengadilan, Mahkama Agung
merasa perlu melakukan optimalisasi fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian
sengketa. Serta untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berhasil,
baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Pada awal tahun 2016 Mahkama Agung
menerbitkan Perma No. 1 tahun 2016 mengenai prosedur mediasi di Pengadilan.
Secara umum perma ini merupakan penyempurnaan dari peraturan tentang mediasi
sebelumnya.9
Dalam konsideran huruf a Perma Nomor 01 Tahun 2016 disebutkan bahwa
mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan
murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak yang
bersengketa untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa
keadilan.
Berangkat dari tujuan awal adanya mediasi yang diantara tujuannya adalah
penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses
yang lebih besar kepada para pihak yang bersengketa untuk menemukan penyelesaian
yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Namun pada kenyataannya selama ini
pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan sesuai Peraturan
9 Maskur Hidayat, Strategi Dan Takti Mediasi, h.49
6Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 belum mampu mengurangi perkara yang
masuk ke persidangan. Belum terjadi perubahan yang signifikan terhadap jumlah
perkara yang masuk ke dalam proses persidangan, sehingga pencapaian belum sesuai
dengan harapan. Berdasarkan hal tersebut maka dianggap perlu untuk dijadikan objek
penelitian. Penelitian ini ingin menganalisa pelaksanaan mediasi di Pengadilan
Agama dengan judul “Proplematika dan Upaya Hakim Mediator Dalam Penyelesaia
Perkara Mediasi Di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA”
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
1. Fokus Penelitian
Fokus pada penelitian ini adalah melihat apa saja problematika yang di
hadapi oleh mediator dalam mendamaikan para pihak yang berperkara di
Pengadilan Agama Makassar  dan upaya apa saja yang dilakukan mediator
dalam mendamaikan para pihak yang berperkara. Peneliti ingin mengetahui
apa saja faktor penghambat atau masalah-masalah yang di hadapi mediator
hingga sampai sekarang ini mediasi di Pengadilan Agama Makassar masih
banyak yang kurang berhasil.
2. Deskripsi Fokus
Problematik :Hal yang masih belum dapat di
pecahkan atau hal yang masih
menimbulkan masalah.
Upaya Penyelesaian :suatu usaha untuk mencapai suatu
maksud dalam memecahkan persoalan
dan mencari jalan keluar.
7Mediator :Mediator adalah pihak netral yang
membantu para pihak dalam proses
perundingan guna mencari berbagai
kemungkinan penyelesaian sengketa
tanpa menggunakan cara memutus atau
memaksakan sebuah penyelesaian
Perkara :masalah, persoalan (yang perlu
diselesaikan atau dibereskan)
Mediasi :suatu proses penyelesaian sengketa
secara damai yang melibatkan bantuan
pihak ketiga untuk memberikan solusi
yang dapat di terima pihak-pihak yang
bersengketa.
Pengadilan Agama Makassar :Pengadilan Agama yang bertempat di
kota Makassar.
Problematika mediasi yang dibahas dalam penulisan skripsi ini iyalah
masalah-masalah apa saja yang dihadapi hakim mediator dalam mendamaikan
para pihak di pengadilan Agama Makassar, sehingga mediasi masih banyak
yang kurang berhasil. Selanjutnya upaya apa saja yang di ambil oleh hakim
mediator dalam mendamaikan para pihak sehingga didalam proses mediasi
dapat berjalan dengan baik dan berjalan sebagaimana mestinya.
8C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi diatas maka penulis merumuskan
masalah yang akan diteliti dalam beberapa rumusan:
1. Bagaimana proses pelaksanaan mediasi di pengadilan Agama Makassar?
2. Apa saja problem mediator dalam melaksanakan mediasi di pengadilan
Agama Makassar?
3. Bagaimana upaya mediator dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan
Agama Makassar?
D. Kajian Pustaka
Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa literatur yang
memuat dan membahas fokus penelitian yang menyangkut dengan judul skripsi di
atas di antaranya adalah:
M. Yahya Harahap, dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata
membahas mengenai penyelesaian melalui perdamaian, prosedur mediasi di
pengadilan kriteria dasar untuk mendamaikan syarat formil putusan perdamaian yang
bertentang mengenai UU dapat di batalkan, yang terakhir kekuatan hukum yang
menetap pada putusan akta perdamain.
D.Y. Witanto, dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Mediasi
membahas antara lain mediasi sebagi alternatif penyelesaian sengketa, ruang lingkup
perma mediasi, peran dan fungsi mediator, proses mediasi, dan eksekusi akta
perdamaian.
9Maskur Hidayat, dalam bukunya yang berjudul Strategi Dan Taktik Mediasi
membahas antara lain memberikan gambaran mengenai kendala yang di hadapi serta
solusi yang bisa digunakan dalam mediasi. Dalam buku ini juga di tuangkan contoh-
contoh kasus untuk memudahkan dalam strategi mediasi.
Skripsi yang disusun oleh Syatria Wahyuni yang berjudul Efektivitas Mediasi
Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Polewali Kelas II (Studi Kasus Tahun
2014-2015), dalam skripsi ini meneliti bagaimana efektifitas mediasi dalam kasus
perceraian di pengadilana Agama Polewali kelas II (studi kasus tahun 2014-2015).
Adapun beberapa sub masalah dalam penelitian ini 1) bagaimana upaya yang di
lakukan oleh pengadilan agama Polewali dalam mengefektifkan mediasi dalam
menyelesaikan perkara perceraian?, 2) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan
kegagalan dan keberhasilan dalam proses mediasi?
Dengan demikian, penelitian yang akan di lakukan penulis dalam hal ini
belum pernah diteliti sebelumnya oleh peneliti terdahulu, sebab dalam penelitian ini
mengkaji mengenai masalah yang timbul dalam proses mediasi, upaya apa saja yang
di lakukan mediator dalam menyelesaikan proses mediasi, sehingga proses mediasi di
pengadilan agama tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga peneliti termotivasi
inggi mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kurang berhasilnya mediasi di
pengadilan agama Makassar.
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan penelitian
Secara umum tujuan penelitian skripsi ini untuk menambah pengentahuan
atau pemahaman mengenai permasalahan pada judul dia atas adapun tujuan
utamanya antara lain:
a. Untuk dapat mengatahui proses pelaksanaan mediasi di pengadilan
Agama Makassar.
b. Untuk dapat mengetahui problem mediator dalam melaksanakan
mediasi di pengadilan Agama Makassar.
c. Untuk dapat mengetahui upaya mediator dalam pelaksanaan mediasi
di Pengadilan Agama Makassar.
2. Kegunaan Penelitian
Sebagaiman mestinya suatu penelitian tentu mempunyai manfaat atau
kegunaan, adapun kegunaanya antara lain:
a. Secara terotis, hasil dari penulisan skripsi ini di harapkan bisa
memberikan masukan positif serta mampu menghasilkan pradigma
baru, dan memberikan sumbangsi pemikiran kepada peneliti-peneliti
selanjutnya yang inggin meneliti penelitian yang hampir sama yang di
lakukan oleh peneliti dalam penulisan skripsi ini.
b. Secara praktis, Untuk menambah pengetahuan sehingga Dapat
memberikan sumbangan pemikiran terhadap kemajuan perkembangan
ilmu hukum yang menyangkut proses mediasi dalam penerapannya
pada sistem peradilan perdata dan Untuk memberikan wawasan dan
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pemahaman kepada masyarakat luas mengenai pengintegrasian proses
mediasi di dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama serta
pemenuhan persyartan dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari’ah




A. Pengertian Mediasi dalam Islam.
Dalam islam mediasi dikenal dengan istilah al-sulh yang berarti qath al niza‟
yakni menyelesaikan pertengkaran. Pengertian dari al-suhl itu sendiri adalah Akad
yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak.1 Bentuk  perdamaian antara  suami
isteri  yang  sedang berselisih  terdapat  dalam  Al-Quran  surah  An-Nisa  ayat  35.
Ayat  ini  lebih  dekat dengan  pengertian  dan konsep  mediasi  yang  ada  dalam
PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
                        
         
Terjemahnya:
Dan  jika  kamu  khawatirkan  ada  persengketaan  antara  keduanya,
Maka  kirimlah  seorang  hakam  (juru  pendamai)  dari  keluarga  laki-laki
dan  seorang  hakam  dari  keluarga  perempuan.  jika kedua  orang  hakam
itu  bermaksud  Mengadakan  perbaikan,  niscaya  Allah  memberi  taufik
kepada  suami-isteri  itu.  Sesungguhnya  Allah Maha mengetahui lagi Maha
Mengenal.2
Ayat  ini  menjelaskan  bahwa  jika  terjadi  syiqaq atau persengketaan anatara
suami istri, maka kedua belah pihak mengutus 2 (dua) orang hakam.  Kedua  hakam
tersebut  bertugas  untuk  mempelajari  sebab-sebab  persengketaan  dan  mencari
1 Sayyid Sabiq, Fiqh al-SunnahJuz 2 (Kairo: Dar al-Fath, 1990), h.201
2 Departemen Agama Republik Indonesia, Qur’an Tajwid dan Terjemahnya, (Bandung:
CV Penerbit Diponegoro, 2006), h.66
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jalan  keluar  terbaik  bagi  mereka, apakah  baik  untuk  mereka  perdamaian  atau
pun  mengakhiri perkawinan mereka. Syarat-syarat hakam islam, baliq, berakal, adil.
Tidak  disyaratkan  hakam  dari  pihak  keluarga  suami  maupun isteri.
Perintah dalam ayat 35 diatas bersifat anjuran3. Bisa jadi hakam diluar  pihak
keluarga  lebih  mampu  memahami  persolan  dan  mencari jalan  keluar  terbaik
bagi  persengketaan  yang  terjadi  antara  suami isteri tersebut.
Penulis berpendapat perintah  mendamaikan  tidak  jauh berbeda  dengan
konsep  dan  praktik  mediasi.  Dimana  hakim mengutus  hakam  yang  memenuhi
syarat-syarat  seperti  layaknya seorang  mediator  profesional.  Seorang  hakam  juga
berhak memberikan kesimpulan apakah perkawinan antara suami isteri layak
dipertahankan  atau  bahkan  lebih  baik  bubar.  Tidak  berbeda  dengan tugas
mediator  yang  melaporkan  hasil  mediasi  dengan  dua  pilihan, berhasil atau gagal.
Bahwa  perdamaian  dalam  sengketa yang berkaitan dengan hubungan
keperdataan dalam Islam termasuk perkara  perceraian  adalah  boleh,  bahkan
dianjurkan.  Maka  mediasi dalam  perkara  perceraian  tidak  bertentangan  dengan
prinsip-prinsip Islam  yang  mengutamakan  keutuhan  rumah  tangga.  Bahkan
menjadikan  upaya  perdamaian  sebagai  alternatif  penyelesaian sengketa  suami
isteri  agar terhindar  dari  perceraian  dengan  tetap mengutamakan kemaslahatan
dalam kehidupan rumah tangga.
B. Pengertian Mediasi
1. Pengertian, landasan hukum, dan karakteristik mediasi
3 Sayyid Sabiq, Fiqh al-SunnahJuz 2, h.185
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Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, mediare yang
berarti berada di tengah. Makna ini merujuk pada peran yang ditampilkan pihak
ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menagani dan menyelesaikan
sengketa antara para pihak. Berada di tengah juga bermakna mediator harus berada
pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus
mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama,
sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa. Mediasi
adalah metode penyelesaian yang termasuk dalam kategori tripartite karena
melibatka bantuan atau jasa pihak ketiga.4 Mediasi, dari pengertian yang di berikan,
jelas melibatkan keberadaan pihak ketiga (baik perorangan maupun dalam bentuk
suatu lembaga independen) yang bersifat netral dan tidak memihak, yang akan
berfunsi sebagai mediator. Sebagai pihak ketiga yang netral, independem, tidak
memihak dan di tunjuk oleh para pihak , mediator berkewajiban untuk melaksanakan
tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak.5
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses
pengikut sertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai
penasihat.6 Pengertian mediasi yang diberikan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia
mengandung tiga unsur penting. Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian
perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Kedua, pihak
yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar
pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa
4 D.Y. Witanto, S.H, Hukum Acara Mediasi, h.17
5 Gunawan Widjaja, Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Jakarta: Rajawali pers, 2001), h.91
6 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), h. 569
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tersebut tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa
dalam pengambilan keputusan.
Menurut Takdir Rahmadi, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa
antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan
pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak netral tersebut disebut
mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial.7 Lain halnya
dengan pengertian mediasi oleh Jimmy Joses Sembiring bahwa mediasi adalah proses
penyelesaian sengketa dengan perantara pihak ketiga, yakni pihak yang memberi
masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka.8
Dalam Kamus Hukum Indonesia adalah berasal dari bahasa Inggris mediation yang
berarti proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak
ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa.9
Sedangkang menurut pasal 1 anka 1 PERMA No.1 tahun 2016 tentang
prosedur mediasi di pengadilan yang selanjutnya disebut sebagai PERMA mediasi
menyebutkan bahwa:
Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses
perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu oleh
mediator.10
Beberapa definisi diatas menggambarkan bahwa mediasi merupakan metode
penyelesaian sengketa yang memiliki ciri-ciri antara lain:
7 Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, (Jakarta: PT
Rajagrafindo Persada, 2010), h. 12-13
8 Jimmy Joses Sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan, (Jakarta:
Visimedia, 2011), h. 27
9 B.N. Marbun, Kamus Hukum Indonesia, (Jakarta: Sinar Harapan, 2006), h.168
10 Republik Indonesia, PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan,
pasal 1 anka 1
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a. Ada dua atau beberapa pihak yang bersengketa.
b. Menggunakan bantuan pihak ketiga mediator.
c. Pihak ketiga bertujuan untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan
sengketa.
d. Penyelesaian di lakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.11
Pengertian mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Tahun 2016 tidak
jauh berbeda dengan esensi mediasi yang dikemukakan oleh para ahli resolusi
konflik. Namun, pengertian ini menekankan pada satu aspek penting yang mana
mediator proaktif mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. Mediator
harus mampu menemukan alternatif-alternatif penyelesaian sengketa. Ia tidak hanya
terikat dan terfokus pada apa yang dimiliki oleh para pihak dalam penyelesaian
sengketa mereka. Mediator harus mampu menawarkan solusi lain, ketika para pihak
tidak lagi memiliki alternatif penyelesaian sengketa, atau para pihak sudah
mengalami kesulitan atau bahkan terhenti dalam penyelesaian sengketa mereka. Di
sinilah peran penting mediator sebagai pihak ketiga yang netral dalam membantu
penyelesaian sengketa. Oleh karenanya, mediator harus memiliki sejumlah skil yang
dapat memfasilitasi dan membantu para pihak dalam penyelesaian sengketa mereka.
Adapun landasan hukum dalam penerapan mediasi di Indonesia diantaranya :
1. HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian.
Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara
sebelum perkaranya diperiksa.
11 D.Y. Witanto, S.H, Hukum Acara Mediasi, h.18
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2. SEMA No. 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam
Pasal 130 HIR/154 Rbg.
3. PERMA Nomor 2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
4. PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
5. PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.
Dalam wilayah hukum privat, titik berat kepentingan terletak pada
kepentingan perorangan (pribadi). Dimensi privat cukup luas cakupannya yang
meliputi dimensi hukum keluarga, hukum kewarisan, hukum kekayaan, hukum
perjanjian (kontrak) bisnis, dan lainnya. Dalam dimensi hukum privat atau perdata,
para pihak yang bersengketa dapat melakukan penyelesaian sengketanya melalui jalur
hukum di pengadilan maupun di luar jalur pengadilan. Hal ini sangat dimungkinkan
karena hukum privat atau perdata, titik berat kepentingannya terletak pada para pihak
yang bersengketa, bukan negara atau kepentingan umum. Oleh karena itu, tawar-
menawar dan pembayaran sejumlah kompensasi untuk menyelesaikan sengketa dapat
terjadi dalam dimensi ini. Dalam hukum Islam, dimensi perdata mengandung hak
manusia (Haqqu ibad) yang dapat dipertahankan melalui kesepakatan damai antara
para pihak yang bersengketa.12
Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa memiliki ruang
lingkup utama berupa wilayah privat atau perdata. Sengketa-sengketa perdata berupa
sengketa keluarga, waris, kekayaan, kontrak, perbankan, bisnis, dan lingkungan hidup
serta berbagai jenis sengketa perdata lainnya dapat diselesaikan melalui jalur mediasi.
12 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 22
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Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dapat ditempuh pengadilan maupun di
luar pengadilan. Mediasi yang dijalankan di pengadilan merupakan bagian dari
rentetan proses hukum di pengadilan, sedangkan bila mediasi dilakukan di luar
pengadilan, maka proses mediasi tersebut merupakan bagian tersendiri yang terlepas
dari prosedur hukum acara pengadilan.
Karakteristik mediasi umumnya ialah alternatif penyelesaian sengketa, maka
keunggulan dan manfaat mediasi masih terkait dengan karakteristik umum ke
unggulan dan manfaat yang terdapat pada lembaga alternatif penyelesaian sengketa
antara lain:
a. Relatif lebih murah di bandingkan dengan alternatif yang lain.
b. Adanya kecenderungan dari pihak yang bersengketa untuk menerima dan
adanya ras memiliki rasa memiliki putusan mediasi.
c. Dapat menjadi dasar dari pihak ketiga yang bersengketa untuk
menegosasikan sendiri sengketa sengketa yang munkin timbul kembali di
kemudian hari.
d. Terbukanya kesempatan untuk menelaah maslah-maslah yang merupakan
dasar dari suatu sengketa.
e. Membuka kemungkinan adanya saling kepercayaan di antara pihak yang
bersengketa, sehingga dapat di hindari rasa bermusuhan dan dendam.13
f. Dalam pelaksanaan mediasi segala hal yang di ungkapkan serta sifat acara
mediasi adalah rahasia (pasal 6 Perma No. 1 tahun 2008). Berbeda dengan
acara litigasi yang selalu terbuka untuk umum. Sifat tidak terbuka untuk
15 Munir Fuady, Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, (Bandung: Citra Aditiya
Bakti, 2001), h. 50
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umum (kecuali para pihak menghendaki lain) ini biasa membuat pihak-
pihak yang bersengketa merasa nyaman selama pelaksanaan mediasi
dalam rangka penyelesaian sengketa.14
Keunggulan-keunggulan diatas karena pada dasarnya secara filosofis mediasi
berlandaskan pada hal-hal sebagai berikut:
a. Mau mendengar dan menerima kebaikan orang lain, serta mengakui
kesalahan dan kejelekan sendiri.
b. Berunding secara kooperatif mencari penyelesaian sengketa.
c. Para pihak paling tahu dan memahami apa yang adil dan layak bagi
mereka, oleh karena itu penyelesaian yang di anggap adil oleh para pihak
lain belum tentu dapat mereka terima.15
Salah satu manfaat mediasi apabila di lihat dari kekuatan putusan yang di
hasilkan adalah karena pada hakikatnya mekanisme mediasi adalah upaya untuk
mengarahkan para pihak yang bersengketa agar menyelesaikan sengketa yang terjadi
pada perdamaian, maka kekuatan hukum dari putusan mediasi tidak jauh berbeda
dengan kekuatan akta perdamaian. Putusan perdamaian hasil mediasi mempunya
kekuatan eksekutorial sebagaimana hasil yang di putuskan dari hasil persidangan atau
proses litigasi.
Apa bila sudah tercapai persetujuan di antara para pihak, maka hakim tinggal
menguatkan yang dalam amar putusan menjatuhkan putusan dengan isi persetujuan
14 Maskur Hidayat, Strategi dan Takti Mediasi, h. 54-55
15 M. Yahya Harahap, Jakarta: Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata,
(Gramedia Pustaka Utama, 1995), h. 228
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perdamain dengan diktum (amar), yaitu: “menghukum para pihak untuk menaati dan
melaksanakan isi persetujuan perdamaian”. Amar putusan selanjutnya adalah
“menghukum para pihak membayar biaya perkara dengan di tanggung masing-
masing pihak secara sama besar”.16
Bagi Mahkama Agung apabila mediasi di pengadilan bisa terlaksana dengan
baik, maka hal itu akan mengurangi jumlah tumpukan perkara yang menunggu untuk
di selesaikan di mahkama agung. Karena apabila suatu sengketa bisa di selesaikan
secara perdamaian (melalui proses mediasi) maka dengan sendirinya jumlah perkara
yang di ajukan kasasi ke Mahkama Agung akan berkurang.
Muatan yang terdapat dalam putusan perdamaian antara lain adalah:
1. Persetujuan para pihak, syarat pertama ini berarti syarat pertama ini berarti
pihak yang bersangkutan bersama-bersama menyetujui dengan sukarela
mengakhiri persengketahan. Persetujuan dalam hal ini datang dari para
pihak sendiri  dan bukan hasil paksaan dari pihak lain.
2. Putusan perdamaian mengakhiri sengketa, putusan damai benar-benar
meng akhiri sengketa yang terjadi di antara kedua bela pihak. Suatu
putusan perdamaian yang tidak mengakhiri sengketa secara tuntas antar
pihak yang bersengketa di anggap tidak memenuhi syarat formal.
3. Perdamaian atas sengketa yang telah ada, artinya putusan perdamaian
hanya bisa di laksanakan terhadap sengketa yang memang sudah terjadi.
16 Maskur Hidayat, Strategi dan Takti Mediasi, h. 56
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4. Bentuk tertulis, untuk mendapatkan kekuatan hukum yang memadai, maka
bentuk tertulis dari setiap persetujuan adalah sangat penting.17
Putusan perdamaian hasil dari mekanisme mediasi yang ideal berarti sudah
bisa menyelesaikan sengketa. Artinya setelah terbitnya kesepakatan diantara para
pihak dan dituangkan dalam akta perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum tetap
di harapkan suatu perkara atau sengketa sudah berakhir atau selesai dari segi-segi,
antara lain:
1. Segi yuridis, setelah dikuatkan oleh hakim putusan tersebut mempunyai
dasar hukum dan mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga dapat
memberi kepastian dan perlindungan hukum.
2. Sesi siosologis, akta perdamaian hasil mediasi sudah memenuhi rasa
keadilan, memulihkan hubungan sosial antara pihak yang bersengketa dan
memberi kemaanfaatan.
3. Segi psikologis, akta perdamaian hasil mediasi memberi perasaan aman
dan ketentraman, kedamaian, dan kepuasan bagi para pihak yang
bersengketa.
4. Segi praktis, akta perdamaian hasil mediasi sudah menyelesaiakan semua
aspek perkara, dapat di laksanakan dan tidak menimbulkan sengketa baru
antara para pihak yang bersengketa.
17 M. Yahya Harahap,Ruang Lingkup Permaslahan Eksekusi Bidang Perdata, (Gramedia
Pustaka Utama, 1995), h. 273-276
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C. Peran dan Fungsi Mediator
Mediator adalah pihak yang bersifat netral yang membantu para pihak dalam
proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa
menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Keberadaan
mediator menjadi sangat penting karena dalam upaya penyelesaian sengketa sangat di
perlukan keberadaan pihak ketiga yang bisa memandu dan mengarahkan para pihak
kearah penyelesaian yang bisa memuaskan para pihak.18
Keberadaan mediator dalam proses mediasi bisa ditunjuk oleh pihak yang
punya otoritas tertentu. Dipilihnya seorang mediator di latar belakangi oleh alasan-
alasan antar lain kerena statatus individu, kehormatan kekuatan, kekuatan finansial
atau pihak-pihak yang mempunyai otoritas untuk menjatuhkan sanksi tertentu.
Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki serifikat mediator
sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna
mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara
memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian (pasal 1 ayat 2 Perma No.1 tahun
2016) sebelumnya mediator di pengadilan adalah hakim serta mediator dari luar
pengadilan yang bersertifikat saja yang boleh di pilih para pihak sebagai mediator
dalam sengketa yang mereka ajukan di pengadilan.
Secara garis besar terdapat dua jenis mediator, yaitu mediator dari dalam
pengadilan dan mediator dari luar pengadilan antara lain:
1. Mediator dari dalam pengadilan
18 Maskur Hidayat, Strategi Dan Takti Mediasi, h. 89
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Di dalam Perma No.1 Tahun 2016 terdapat perubahan yang berupa perluasan
mengenai siapa saja yang di perbolehkan menjadi mediator, antar lain:
Hakim Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat
Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan
guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara
memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.19
Dalam apabila dalam suatu pengadilan tidak ada atau terdapat keterbatasan
jumlah mediator bersertifikat, maka ketua pengadilan bisa mengeluarkan surat
keputusan yang berisi pemungsian seorang hakim sebagai mediator. Atau dengan kata
lain, dalam hal yang darurat, yaitu ketiadaan atau keterbatasan jumlah mediator, maka
ketua pengadilan bisa mengangkat seorang hakim menjadi mediator.20
2. Mediator dari luar pengadilan
Yang di maksud mediator dari luar pengadilan mediator yang bersertifikat
dari kalangan nonhakim dan bukan dari kalangan pegawai pengadilan. Di dalam
perma No.1 Tahun 2016 salah satu pasal yang memuat mengenai mediator dari luar
pengadilan adalah pasal 8 ayat 2, yaitu “biasanya jasa mediator nonhakim dan bukan
pegawai pengadilan di tanggung bersama atau berdasrkan kesepakatan para pihak”.
baik mediator internal maupun mediator eksternal wajib memiliki sertifikat mediator
yang di peroleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi
19 Pasal 1 Ayat 2 PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
20 Maskur Hidayat, Strategi dan Takti Mediasi, h.59
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mediator yang di selenggarakan oleh Mahkama Agung atau lembaga yang telah
memperoleh akreditasi dari mahkama agung.21
Adapun fungsi mediator dan peranya antara lain:
a. Sebagai katalisator
Mediator adalah pihak ketiga yang masuk ke dalam sebuah konflik yang
sedang berlangsung untuk memfasilitasi para pihak dalam menemukan titik
penyelesaian secara damai, mediator tidak hadir untuk memberikan keputusan dan
kesimpulan, kehadiranya tidak lain untuk memacu para pihak agar mampu
mengambil keputusan dalam sebuah kesepakatan berdasrkan kehendak bersama.
Pihak-pihak yang bertikai merupakan klien yang harus diberikan motivasi untuk
berdamai dan mencoba meredakan ketegangan yang terjadi di antara para pihak.
Fungsi mediator sebagai katalisator harus mampu menciptakan keadaan dan suasana
baru dari sebuah pertengtangan kearah kondisi kooperatif dalam forum
kebersamaan.22
Mediator wajib mendorong lahirnya ide-ide yang konstruktif bagi terciptanya
komunikasi dan menghindari timbulnya kondisi yang destruktif melalui penyebaran
isu-isu menyudutkan yang tidak berhubungan dengan penyelesaian sengketa. Untuk
21 Republik Indonesia, PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan,
Pasal 13 Ayat 1
22 D.Y. Witanto, S.H, Hukum Acara Mediasi, h.114
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dapat menelusuri dan mengali kepentingan-kepentingan para pihak dengan beberapa
opsi untuk menjadi alternatif penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.23
b. Membaca keseimbangan posisi pihak yang bersengketa
Agar mediasi bisa berjalan dan terlaksana dengan baik ada beberapa sarat
yang di perlukan, yaitu:
1. Adanya kekuatan tawar menawar yang seimbang anatara para pihak.
2. Para pihak menaruh harapan terhadap hubungan di masa depan.
3. Terdapatnaya banyak persoalan yang memungkinkan terjadinya
pertukaran.
4. Adanya urgensi untuk menyelesaiakan secara cepat.
5. Tidak adanya permusuhan yang mendalam atau yang telah berlangsung.
6. Apabila para pihak mempunya pendukung atau pengikut, mereka tidak
memiliki pengharapan yang banyak dan dapat di Kendalikan.
7. Jika para pihak berada dalam proses litigasi, maka kepentingan pelaku
lainya seperti pengajara atau penjamin tidak diberlakukan lebih baik di
bangdingkan dengan mediasi.24
c. Sebagai pendidik
Jika kondisi konflik sangat memerlukan seorang pihak ketiga untuk menjadi
penegah, maka peran mediator akan sangat menetukan dalam keberhasilan mediasi.
Mediator harus mampu menjdi seorang pendidik, yang mampu memberikan arahan
23 M. Yahya Harahap,Hukum Acara Perdata,Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan, (Jakarta :Sinar Grafika, 2008), h.263
26 Munir Fuady, Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, h.51
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dan nasihat menyangkut sikap sikap yang baik dalam menyelesaikan masalah,
mediator harus memahami kehendak, aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politis
dan kendala usaha dari para pihak. Funsi mediator sebagai pendidik adalah
memberikan pencerahan terhadap para pihak dalam memahami perannya, hal ini
diperlukan agar proses negosiasi yang dibangun dapat memberikan hasil yang
memusakan bagi semua pihak.25
Keberhasilan proses mediasi banyak di tentukan oleh seberapa cerdas dan
pandainya mediator dalam menciptakan kemungkinan terjadinya proses komunikasi,
karena mediator akan memegang kendali proses dengan stragegi-strategi yang ampuh
dan mampu melulukan pendirian beberapa karakteristik peran mediator dalam
menyelesaikan konflik antara lain:
1. Kemampuan menyusun persiapan dan kemampuan membuat perencanaan.
2. Pengatuhuan tentang materi yang di sengketakanya.
3. Kemampuan mengekspresikan pikiran-pikiran secara verbal.
4. Kemampuan untuk berfikir utuh, jernih dan cepat dalam kondisi di bawah
tekanan dan ketidak pastian.
5. Kemampuan dan keterampilan mendengar cepat, tepat, menyederhanakan,
dan mensistemasikan.
6. Intelegensi umum dan keterampilan mengambil keputusan.
7. Intergitas tidak tercela.
8. Kemampuan mempengaruhi.
9. Sabar.
25 D.Y. Witanto, S.H, Hukum Acara Mediasi, h.116
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10. Kemampuan mengundang respek dan kepercayaan dari lawan.26
Gery Goodpaster menyebutkan bahwa mediator dapat di pandang sebagai
seorang “terapis negosiasi”. Terapis ini menyangkut tindakan menganalisis dan
mendiagnosis suatu sengketa dan kemudian mendesain serta mengendalikan proses
serta intervensi lain dengan tujuan menuntun para pihak untuk mencapai suatu
mufakat yang sehat, terdapat beberapa perang penting seoarang mediator antara
lain27:
a. Melakuakan Dianosa Konflik
Seoarang mediator selain harus memiliki pengetahuan tentang permaslahan
yang terjadi juga harus memiliki kemampuan dalam mengendalikan para pihak,
sehingga kosentrasi para pihak terfokus pada proses penyelesaian sengketanya,
kepentingan-kepentigan lain di luar persoalan pokok sedapat munkin harus
dieleminasi lebih awal sebelum masuk kedalam pokok perkaranya. Agar seorang
mediator dapat memahami sengketa yang sedang di hadapi oleh para pihak, maka
sebaiknya mediator adalah seorang sarjana hukum atau mereka yang memahami
tentang seluk beluk dan permasalahan hukum, khusunya hukum perdata atau jika
bukan dari kalangan sarjana hukum, maka setidaknaya seorang profesional yang
memahami pokok persoalan yang di sengketakan. Dalam tahap pengenalan mediator
26 Mas Ahmad Santoso Dan Wiwik Awiati, Mediasi Dan Perdamaian, (Jakarta: Mahkama
Agung RI, 2003), h.23
27 Gery Goodpaster, Panduan Negosiasi Dan Mediasi, Terjemahan Nogar Simajuntak,
(Jakarta: Elips, 1999), h.253
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harus membaca dan memahami gugatan agar mudah dalam mempersiapkan rencan-
rencana yang berkaitan dengan starategi penyelesaian konflik.28
b. Mengenditifikasi masalah
Penting bagi seorang mediator untuk mengenditifikasi masalah yang terjadi
diantara pihak para pihak, di mulai dari latar belakang persoalan hingga apa yang
sebenarnya diinginkan oleh para pihak. Mediator dapat melakukan penelaahan dari
uraian dalam posita gugatan untuk melakukan identifikasi dari analis terhadap
kepentingan yang ada, mediator dapat juga melakukan tanya jawab dengan para pihak
yang bersengketa.
Apabila pokok sengketa sudah di ketahui, maka mediator dan para pihak bisa
lebih fokus pada upaya mencari solusi yang tepat. Tahap identifikasi masalah juga
merupakan tahap kesempatan bagi mediator untuk mengetahui hal yang bersifat
primer atau pokok yang di minta oleh pengugat atau di tolak oleh tergugat. Hal yang
dari awal bisa di kompromi juga bisa diketahui setelah pemaparan oleh para pihak.
Dalam tahap identifikasi masalah mediator bisa mendorong para pihak untuk berfikir
tentang sengketa dari berbagai segi. Yang paling penting adalah menjelaskan bahwa
melanjutkan proses litigasi berarti ada yang kalah ada yang menang. Adapun bila
sepakat damai, maka masing-masing pihak berada di level yang seimbang.29
28 D.Y. Witanto, S.H, Hukum Acara Mediasi, h.102-103
29 Maskur Hidayat, Strategi Dan Takti Mediasi, h.101
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c. Menyusun agenda
Agar proses mediasi bisa terarah dan efektif, maka mediator harus menyusun
agenda pertemuan yang jadwalnya di sesuaikan dengan kesanggupan dan persetujuan
para pihak. Perma mediasi memberikan jatah waktu untuk melakukan mediasi selama
40 hari kerja dan dapat di perpanjang lagi selama 14 hari kerja. Mediator memberikan
pilihan kepada para pihak, apakah akan melakukan pertemuan seminggu sekali atau
seminggu dua kali tergantung dari kesanggupan para piha. Berdasarkan agenda yang
telah di susun mediator akan menyusun materi pertemuan yang akan di bahas oleh
para pihak.
D. Tujuan Dan Manfaat Mediasi
Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di
luar pengadilan. Tujuan dilakukannya mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara
para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparsial. Mediasi dapat
mengantarkan para pihak ketiga pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen
dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua
belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak
yang dikalahkan. Dalam mediasi para pihak yang bersengketa proaktif dan memiliki
kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki
kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak
dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka.
Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya,
karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan
mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal
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pun, di mana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah
merasakan manfaatnya. Kesediaan para pihak bertemu di dalam proses mediasi,
paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit
perselisihan di antara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak
untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format tepat yang
dapat disepakati oleh kedua belah pihak.
Model utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan iktikad baik para
pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan iktikad baik ini,
kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya. Mediasi
merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga.
Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:
1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif
murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan
atau ke lembaga arbitrase.
2. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan merekan
secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga
mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
3. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara
langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
4. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol
terhadap proses dan hasilnya.
5. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit
diprediksi, dengan suatu kepastian melalui konsensus.
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6. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan
saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa
karena mereka sendiri yang memutuskannya.
Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu
mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di
pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.30
Dalam kaitan dengan keuntungan mediasi, para pihak dapat mempertanyakan
pada diri mereka masing-masing, apakah mereka dapat hidup dengan hasil yang
dicapai melalui mediasi (meskipun mengecewakan atau lebih buruk daripada yang
diharapkan). Bila direnungkan lebih dalam bahwa hasil kesepakatan yang diperoleh
melalui jalur mediasi jauh lebih baik, bila dibandingkan dengan para pihak terus-
menerus berada dalam persengketaan yang tidak pernah selesai, meskipun
kesepakatan tersebut tidak seluruhnya mengakomodasikan keinginan para pihak.
Pernyataan win-win solution pada mediasi, umumnya datang bukan dari istilah
penyelesaian itu sendiri, tetapi dari kenyataan bahwa hasil penyelesaian tersebut
memungkinkan kedua belah pihak meletakkan perselisihan di belakang mereka.
Pertemuan secara terpisah dengan para pihak dapat lebih meyakinkan pihak
yang lemah akan posisi mereka, sehingga mediator dapat berupaya mengatasinya
melalui saran dan pendekatan yang dapat melancarkan proses penyelesaian sengketa.
30 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, h.
25-26
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Proses mediasi dan keahlian mediator menjadi sangat penting dalam kaitannya
dengan pencegahan dan penyalahgunaan kekuasaan.31
E. Tahap Pelaksanaan Mediasi
Mengenai tahapan proses mediasi, belum terdapat keseragaman dan pedoman
yang baku di antara para sarjana dan praktisi mediasi. Pada umumnya, para sarjana
atau praktisi mediasi, mengemukakan tahapan proses mediasi berdasarkan
pengalaman mereka menjadi mediator. Berikut ini akan dikemukakan beberapa
proses mediasi.
1. Menyelengarakan Forum
Proses mediasi di awali dengan menyelengarakan forum yang
mempertemukan para pihak yang bersengketa dengan di hadiri mediator sebagai
pihak netral yang bertugas mencari jalan damai bagi para pihak. Pada beberapa
mediasi biasanya dibutuhkan suatu proses pendalaman yang cukup sebelum suatu
mediasi di mulai.
Supaya mediator mendapatkan pemahaman yang cukup mengenai
permasalahan yang menjadi pokok sengketa, maka para pihak harus menyerahkan
kepada mediator hal-hal anatara lain32:
a. Fotokopi dokumen yang terkait dengan duduknya perkara.
b. Fotokopi surat-surat yang di perlukan.
31 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, h.27-
28
32 Maskur Hidayat, Strategi dan Takti Mediasi, h.99-100
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c. Dan hal-hal yang terkait dengan sengketa.
Untuk efisiensi waktu pelaksanaan mediasi, seorang mediator juga di perkenakan
membuat kesepakatan mengenai jadwal mediasi, lebih baik lagi apabila jadwal
pelaksanaan mediasi ditandatangani para pihak serta diberikan salinan jadwal tersebut
pada para pihak tersebut.33
2. Presentasi Para Pihak
Setiap pihak diberi kesempatan untuk mempresentasikan suatu pandangan
mereka tentang sengketa kepada mediator. Meskipun biasanya pihak yang
mengajukan kasus memulai presentasi namun hal itu bukan hal yang tidak dapat
diubah. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memberikan informasi kepada
mediator tentang situasi perkara serta keinginan dan harapan para pihak.
3. Kaukus
Perihal kaukus diatur dalam Pasal 14 huruf e Perma No.1 Tahun 2016
mengenai prosedur mediasi di pengadilan yaitu:
“menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak
tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus).34
Bila memang di perlukan mediator bisa bertemu dengan para pihak secara
terpisah dimana masing-masing pertemuan sifatnya adalah rahasia. Dalam setiap
tahap mediasi para pihak bisa di dampingi oleh kuasa hukumnya. Atau dengan kata
33 Republik Indonesia, PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan,
Pasal 14 huruf f
34 Republik Indonesi, PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan,
Pasal 14 huruf e
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lain, mediasi juga bisa dilaksanakan atau dihadiri para pihak secara langsung dengan
mediator tanpa kehadiran kuasa hukum.35
Kaukus sifatnya insidentil, artinya tidak selalu harus di rencanakan
sebelumnya karena funsi utama dari kaukus adalah untuk mendalami persoalan dan
melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk mempengaruhi salah satu pihak yang
dianggap telah memberikan respon negatif dalam proses perundingan. Ketika sedang
melakukan kaukus mediator dapat berperang sebagai seorang sahabat yang baik,
seoarang ayah yang melindungi atau seorang rekan bisnis yang berorentasi akan
memberikan keuntungan. Sisi persoalan yang akan di bicarakan dalam kaukus harus
di pahami dan di persiapkan menyangkut beberapa antisipasi jika timbul respon-
respon penolakan.36
4. Keterlibata Ahli Dan Tokoh Masyarakat
Untuk lebih meyakinkan para pihak mengenai hal-hal tertentu yang menjadi
isu dalam sengketa maka mediator atas persetujuan para pihak bisa mendatangkan
ahli dan atau tokoh masyarakat. Didatangkan ahli atau tokoh masyarakat supaya para
pihak bias mendapatkan pandangan mengenai hal tertentu terkait pokok sengketa
sehingga mereka bisa mendapatkan gambaran objektif karena disampaikan oleh ahli
dalam bidang tertentu.
Dalam hal ini, ketika mendatangkan seorang ahli atau tokoh masyrakat
mediator harus benar-benar yakin bahwa kedatangan ahli dalam sesi mediasi akan
35 Maskur Hidayat, Strategi dan Takti Mediasi, h.103
36 D.Y. Witanto, S.H, Hukum Acara Mediasi, h.169
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membawa dampak positif bagi tercapainya penyelesaian sengketa dengan
perdamaian.
5. Formulasi Kesepakatan
Setelah mengadakan pertemuan terpisah, para pihak akan di kumpulkan lagi
guna diskusi selanjutnya, mengadakan negosiasi akhir dan menyelesaikan beberapa
hal dengan lebih terperinci. Mediator berperan untuk mengawasi atau memastikan
bahwa seluruh pokok sengketa yang di permasalakan telah di bahas ketidak
sepakatan telah diatasi, para pihak bisa merasa menerima dengan hasil akhir dan
mereka melaluinya secara realistis dengan segala keterbatasanya.
6. Kesepakatan Perdamaian Dan Akta Perdamaian
Dalam hal para pihak mencapai kata sepakat untuk berdamai sekaligus
mengukuhkan kesepakatan, maka para pihak bisa mohon kepada hakim untuk
menguhkukan kesempatan perdamaian tersebut. Jika para pihak tidak menghendaki
kesepakatan perdamaian di kuatkan dalam bentuk akta perdamaian harus memuat
klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah
selesai.
Bentuk kesepakatan perdamaian adalah memuat hal-hal antara lain, yaitu:
a. Kepala surat bertuliskan “kesepakatan perdamaian” atau istilah lain yang
sama arti dan maksudnya.
b. Waktu pembuatan kesepakatan perdamaian.
c. Identitas pihak yang bersengketa.
d. Ditanda tangani oleh para pihak serta mediator.
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Adapun apabila kesepakatan perdamaian telah di tanda tangani, maka
selanjutnya oleh para pihak melalui mediator bisa diberitahukan kepada majelis
hakim untuk di tuangkan menjadi akta perdamaian atau putusan perdamaian. Isi akta
perdamaian atau putusan perdamaian adalah akta perdamaian secara lengkap yang di
tuangkan dalam suatu putusan perdata dengan keharusan untuk mencamtunkan
perintah mejelis hakim untuk para pihak agar menepati persetujuan atau kesepakatan
yang telah dimufakati tersebut.
Hakim menguatkan hasil kesepakatan damai yang telah ditandatangani para
pihak serta mediator apabila kesepakatan yang dilaksanakan diluar pengadilan
tersebut memenuhi syrat-syarat, Sesuai kehendak para pihak, Tidak bertentangan
dengan hukum, Dapat dieksekusi, Dengan iktikad baik.
7. Apabila Mediasi Gagal
Apabila mediasi gagal, maka sengketa yang ditangani dalam proses mediasi
berarti dilanjutkan pada pemeriksaan dan pembuktian dalam sidang perdata biasa di
pengadilan. Hal-hal yang harus yang harus diperhatikan apabila mediasi gagal adalah:
a. Pernyatan dan pengakuan para pihak tidak bisa digunakan sebagai alat bukti
dalam proses persidangan.
b. Catatan mediator wajib dimusnakan.
Dua hal diatas merupakan penekanan bahwa proses mediasi meskipun
terintegrasi kedalam proses beracara dipengadilan tetapi ketika tidak berhasil, maka
proses pemeriksaan harus tetap dilaksankan tanpa boleh di pengaruhi oleh hasil atau
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efek dari prosedur penyelesaian sengketa yang sudah di laksnakan sebelumnya
(mediasi).37




A. Jenis Penelitian Dan Lokasi Penelitian.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research
kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk
mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap,
kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.
Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang
mengarah kepada kesimpulan.1 sedangkan lokasi penelitian dilaksanakan di
Pengadilan Agama Makassar.
B. Pendekatan Penelitian
Jenis pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu
suatu pendekatan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia.
Selain itu, peneliti juga memakai pendekatan siosologis, yaitu suatu
pendekatan yang bertujuan untuk mendapatkan fakta-fakta yang terkait dengan obyek
yang diteliti. Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lapangan dalam hal ini
bertempat di Pengadilan Agama Makassar untuk meneliti dan mengamati gejala-
gejala yang terjadi berdasarkan obyek yang diteliti.
1 Nana Syaodih, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Rosda Karya, 2006), hlm. 60.
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C. Sumber Data
Berdasarkan sumbernya, jenis data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan
data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan
dicatat untuk pertama kali. Data sekunder adalah data hasil pengumpulan orang lain
dengan maksud tersendiri dan mempunyai kategorisasi atau klasifikasi menurut
keperluan mereka.2 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data primer dan
sekunder. Adapun sumber data primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian
ini adalah berikut:
1. Data Primer
Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian
yaitu di Pengadilan Agama Makassar yang diperoleh melalui wawancara langsung
kepada narasumber.
2. Data Sekunder
Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang relevan
yaitu literature, buku-buku, artikel-artikel dari internet, serta perundang-undangan.
D. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam mendukung
penyelesaian skripsi adalah sebagai berikut:
1. Metode studi kepustakaan (library research), yaitu dengan cara mencari,
mengumpulkan dan mengkaji beberapa refrensi yang relevan dengan
pembahasan, serta mengambil bahan-bahan tertulis atau kutipan dari
2 S. Nasution, Metode Research (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 143
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beberapa pendapat para ahli dalam setiap karyanya yang ada kaitanya
dengan objek yang diteliti.
2. Metode study lapangan (field research), yaitu metode pengumpulan data
dimana peneliti terjun langsung ke lapangan dalam hal ini peneliti
menetapkan di Pengadilan Agama Makassar sebagai lokasi penelitian
guna mendapatkan data-data terkait objek yang diteliti dengan
menggunakan beberapa metode berikut:
a. Observasi partisipatif, yaitu suatu cara pengumpulan data dimana
peneliti mengadakan pengamatan secara langsung dilapangan terkait
masalah-masalah yang diankat dalam pembahasan skripsi ini. Fokus
perhatian paling esensial dari penelitian kualitatif adalah pemahaman
dan kemampuan dalam membuat makna atas suatu kejadian atau
fenomena pada situasi yang tampak.3 Maka dari itu, pengamatan
secara langsung dilakukan oleh peneliti dimaksudkan untuk melihat
secara langsung keadaan yang sebenarnya dan memperoleh gambaran
tentang objek yang diteliti secara nyata dan benar sehingga diperoleh
suatu pemahaman.
b. Wawancara interview, yaitu melakukan Tanya-jawab secara langsung
dengan beberapa responden atau informan di lapangan untuk
memperoleh informasi mengenai pola mekanisme pelaksanaan
mediasi yang dilakukan.
3 Sudarwan danim, menjadi penelitian kualitatif (bandung:cv. Pustaka setia , 2002), h.122
41
c. Dokumentasi Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melihat
dokumen-dokumen baik berupa tulisan (undang-undang dan
keputusan) maupun gambar.
Beberapa metode pengumpulan data diatas tidak lain untuk melengkapi teknik
wawancara dan observasi karena pada dasarnya teknik-teknik pengumpulan data
tersebut merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi. Misalnya, data yang di
peroleh dari hasil wawancara dapat dilengkapi.
E. Instrumen Penelitian
Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian
adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus “divalidasi”. Validasi terhadap
peneliti, meliputi; pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan
terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian -
baik secara akademik maupun logiknya4
Peneliti kualitatif sebagai human instrumen berfungsi menetapkan fokus
penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data,
menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas
temuannya.5
4 Sugiono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D,( Bandung: Alfa
Beta 2009) h. 305
5 Sugiono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, h. 306
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Teknik pengelolahan data analisis data yang digunakan oleh penulis adalah
teknik analisis data deskritif kualitatif, yaitu penulis mengumpulkan data dan
informasi yang terkait proses mediasi. Kemudian menganalisis data yang telah
didapatkan agar dapat ditarik sebuah kesimpulan terhadap permasalahan yang
diamati.
G. Pengujian Keabsahan Data
1. Meningkatkan ketekunan.
Meningkatkan ketekunan berati melakukan pengamatan secara lebih cermat
dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan
peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan
ketekunan maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang
ditemukan itu salah atau tidak. Dengan demikian dengan meningkatkan ketekunan
maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang
apa yang diamati. Dengan melakukan hal ini, dapat meningkatkan kredibilitas data.6
2. Menggunakan bahan referensi.
Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalahadanya pendukung untuk
membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil
wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara sehingga data yang
didapat menjadi kredibel atau lebih dapat dipercaya.7 Jadi, dalam penelitian ini
peneliti akan menggunakan rekaman wawancara dan foto-foto hasil observasi sebagai
bahan referensi.
6 Sugiono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, h. 306
7 Sugiono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, h. 306
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BAB IV
Problematika Dan Upaya Hakim Mediator dalam Penyelesaian Perkara Mediasi
Di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA
A. Gambar Lokasi Penelitian
Kota Makassar dari 1971 hingga 1999 secara resmi di kenal sebagai ujung
pandang adalah ibu kota provinsi sulawesi selatan. Makassar merupakan kota
Metropolitan terbesar di kawasan indonesia timur dan pada masa lalu pernah menjadi
ibu kota negara indonesia timur dan provinsi sulawesi selatan.
Makassar terletak di pesisir barat daya pulau sulawesi dan berbatasan dengan
selat makassar di sebelah barat, kabupaten kepulauan pankajene di sebelah utara,
kabupaten maros di sebelah timur dan kabupaten gowa di sebelah selatan.1
Wilayah kota makassar berada di kordinat 119 derajat bujur timur dan 5,8
derajat lintang selatang dengan ketinggian yang bervariasi antar 1-25 meter dari
permukaan laut kota makassar merupakan daerah pantai yang datar dengan
kemiringan 1-5 Derajat ke arah barat, diapit dua muara sungai yakni sungai Tallo
yang bermuara di bagian utara kota sungai dan sungai jeneberang yang bermuara di
selatan kota. Luas wilayah kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175, 77
Km2 daratan dan termasuk 11 pulau di selatan Makassar ditambah luas wilayah
perairan kurang lebih 100 km2.2
1 “Kota Makassar”, Wikipedia the Free Encyclopedia.http://id.m.wikipedia.org/wiki/kota
makassar  (1 juni 2017)
2 Pemerintah kota Makassar, geografis kota Makassar, http://makassarkota.go.id//110-
geografiskotamakassar.html (1 juni 2017)
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Adapun penduduk Kota Makassar mayoritas beragama Islam dan terdiri dari
berbagai macam suku, suku Makassar dan suku Bugis sisanya berasal dari suku
Toraja, Mandar, buton, Tionghoa, dan jawa.
B. Kewenangan Peradilan Agama dan Perkara yang Ditangani
Menurut Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006
tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, mengatakan Peradilan Agama merupakan salah satu
pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam
mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini3.
Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh
Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Pengadilan Agama berkedudukan
di Kabupaten dan Kota, sedangkan Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di
Ibukota Provinsi. Adapun yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama
adalah Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata pada tingkat
pertama antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana yang disebutkan
dalam Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, yaitu tentang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, waqaf, zakat,
infaq, shadaqah dan ekonomi Syari‟ah4.
3Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pasal 2.
4 Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pasal 49.
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Perkara-perkara yang diajukan di Pengadilan Agama Makassar rata-rata setiap
bulannya antara seratus sampai dengan dua ratusan perkara setiap bulanya dalam
kurung waktu 2015-2016 Pengadilan Agama Makassar telah dapat menyelesaikan
perkara sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 1. Perkara Gugatan Diterima dan Diputus Tahun 2015-2016











Sumber data : Pengadilan AgamaMakassar, Tahun 2017
Tabel 2. Perkara Diterima dan Diputus Tahun 2015-2016











Sumber data : Pengadilan AgamaMakassar, Tahun 2017
Adapun perincian perkara yang telah diajukan di Pengadilan Agama Makassar
selama Dua tahun terakhir yaitu tahun 2015-2016 ialah :
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Penolakan perkawinan oleh PPN
Pembatalan perkawinan





Nafkah anak oleh ibu karena ayah tidak mampu
Hak-hak bekas istri/kewajiban bekas suami
Pengesahan anak
Pencabutan kekuasaan orang tua
Perwalian
Pencabutan kekuasaan wali
Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan
Ganti rugi terhadap wali


















































































Sumber Data : Pengadilan Agama Makassar, Tahun 2017
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C. Bagaimana Proses Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Makassar
Pengadilan Agama Makassar sesuai dengan bidang tugas yang telah
ditentukan oleh undang-undang yang meliputi jenis perkara Bidang Hukum Keluarga
dan Bidang Hukum Perikatan. Adapun sampel perkara yang di ambil yang di jadikan
objek penelitian ialah perkara perceraian. Sebagaimana yang di katakan Hakim
Anggota Drs. Muhyddin rauf, S.H., M.H. Melihat kasus perceraian yang sebelum di
sidangkan di Pengadilan Agama Makassar wajib terlebih dahulu di lakukan mediasi
apabila kedua belapihak hadir pada sidang yang pertama.5
Statistik perbandingan perkara yang di mediasi 2 (dua) tahun terakhir di
Pengadilan Agama Makassar.
Tabel 4. Jumlah Perkara yang di Mediasi Tahun 2015-2016
Tahun Yang di Mediasi Gagal Berhasil
2015 604 591 13
2016 744 724 20
Jumlah 1348 1315 33
Sumber Data : Pengadilan Agama Makassar, Tahun 2017
Dalam tabel diatas dapat diketahui Angka keberhasilan mediasi pada tahun
2015 adalah 13. Sedangkan angka keberhasilan mediasi pada tahun 2016 adalah 20.
Jadi angka keberhasilan mediasi pada 2 (dua) tahun Terakhir yang di jumlah dari
5 Drs. Muhyddin rauf, S.H., M.H. (57 Tahun), Hakim anggota Pengadilan Agama Makassar,
Wawancara, Makassar, 6 juni 2017
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keseluruhan 2 (dua) tahun terakhir adalah 1348 dan yang berhasil yang di jumlah
pulah dari 2 (dua) tahun terakhir adalah 33 perkara. Oleh karena itu, angka
keberhasilan sifatnya fluktuatif (Dapat berubah setiap tahun).
Sesuai data yang diperoleh, semua kasus tersebut sebelumnya telah
diupayakan mediasi, dari beberapa persen data mengenai perkara yang di mediasi
yang berhasil berjumlah 33 Perkara.
Adapun mengenai penunjukan mediator di Pengadilan Agama Makassar,
bahwa:
Di Pengadilan Agama Makassar ini, terdapat 2 jenis sifat mediator, yaitu:
1. Mediator non hakim dengan penunjukan dari yang berwenang dalam arti ada
surat keputusan dari ketua Pengadilan Agama.
2. Mediator dari hakim dengan catatan mediator bukan hakim yang memeriksa
perkara dan atas permintaan para pihak.6
Gugatan diajukan karena adanya sengketa atau konflik menyangkut hak-hak
keperdataan seseorang atau sekelompok orang yang menganggap bahwa haknya itu
telah dilanggar oleh orang lain. Sengketa atau konflik tersebut diajukan untuk
mendapatkan penyelesaian dalam bentuk putusan oleh pengadilan.
Suami atau istri yang merasa haknya dilanggar oleh pasangannya kemudian
melakukan pendaftaran gugatan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Agama.
Kemudian akan dilakukan proses persidangan setelah dilakukan penunjukan Majelis
Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama.
6 Drs. Muhyddin rauf, S.H., M.H. (57 Tahun), Hakim anggota Pengadilan Agama Makassar,
Wawancara, Makassar, 6 juni 2017
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Ketika para pihak hadir pada saat persidangan maka Ketua Majelis Hakim
kemudian menyampaikan proses mediasi kepada para pihak. Dan dilakukan
pemanggilan ulang jika para pihak atau salah satu pihak tidak hadir.7 Proses mediasi
dalam perceraian hanya dapat berjalan jika penggugat dan tergugat (suami dan istri)
hadir saat persidangan.
Sebelum sidang pemeriksaan perkara dibuka, Hakim Pengadilan Agama harus
berusaha semaksimal mungkin agar suami istri yang berperkara bisa didamaikan.
Usaha perdamaian oleh hakim sepanjang perkara perceraian tersebut belum
diputuskan, baik perkara cerai talak maupun cerai gugat. Proses mediasi tersebut juga
berlaku pada pengurusan perkara perceraian di Pengadilan Agama Makassar. Tahap
mediasi menjadi bagian dalam proses perumusan perkara perceraian di Pengadilan
Agama ketika memeriksa perkara perceraian di Pengadilan Agama.
D. Problem Atau Masalah Yang di Hadapi Mediator Dalam Melaksanakan
Mediasi di Pengadilan Agama Makassar.
Berdasarkan hasil dari wawancara peneliti menurut hakim mediator problem
atau masalah yang dihadapi saat melakukan proses mediasi dalam perkara perceraian
secara garis besar yaitu:
1. Problem Mediator
Kegagalan mediasi dilihat dari sudut mediator dapat diidentifikasi dari
keterbatasan waktu yang dimiliki para mediator. Rata-rata jumlah perkara yang
diselesaikan oleh majelis hakim per hari sebanyak 5 atau lebih perkra dalam sehari.
Jika satu bulan jumlah perkara yang diterima mencapai 50 an perkara, maka sulit bagi
7 Drs. Muhyddin rauf, S.H., M.H. (57 Tahun), Hakim anggota Pengadilan Agama Makassar,
Wawancara, Makassar, 7 juni 2017
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hakim mediator untuk memaksimalkan perkara yang dimediasi secara tuntas.
Keterbatasan waktu ini menjadikan mediator melakukan proses mediasi secara cepat
sehingga mediasi tidak berlangsung secara optimal. Rata-rata proses mediasi berjalan
15-20 menit. Secara teoritis, waktu yang ideal untuk mediasi berdasarkan hasil
pelatihan mediator mencapai 60 menit8.
2. Problem Para Pihak
Kegagalan mediasi dapat dilihat pula dari problem para pihak yang
berperkara. Kedudukan para pihak dalam proses mediasi sangat penting.
Keberhasilan dan kegagalan proses mediasi terletak pula pada kemauan, dan itikad
baik para pihak di dalam mewujudkan keberhasilan mediasi. Para pihak yang datang
ke pengadilan pada dasarnya telah melakukan perundingan terlebih dahulu. Proses
sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa.
Para pihak yang bersengketa menginginkan agar kepentingannya tercapai, hak-
haknya dipenuhi, kekuasannya diperlihatkan dan dipertahankan. Seseorang yang
mengajukan tuntutannya ke pengadilan, berarti orang tersebut berkeinginan agar
tuntutannya diperiksa dan diputus oleh pengadilan Mereka menghendaki adanya
suatu proses hukum untuk membuktikan dalil-dalil sebagaimana yang dimuat dalam
tuntutan sehingga ketika mereka menempuh proses mediasi, mereka tidak
menunjukkan keseriusan dalam proses mediasi yang ditunjukkan dengan ketidak
hadiran salah satu pihak dalam proses mediasi. Kegagalan proses mediasi yang
disebabkan oleh para pihak dapat diidentifikasi oleh adanya persepsi para pihak
tentang mediasi, kebulatan tekad para pihak untuk bercerai sangat kuat karena kondisi
8 Drs. Muhyddin rauf, S.H., M.H. (57 Tahun), Hakim anggota Pengadilan Agama Makassar,
Wawancara, Makassar, 7 juni 2017.
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rumah tangganya sudah berada diambang kehancuran, bahkan para pihak tertutup
untuk mengutarakan masalahnya9.
Persepsi para pihak tentang mediasi antara penggugat/pemohon dengan
tergugat/termohon sangat berlainan. Bagi penggugat, keberadaan mediasi dipandang
telah ikut serta mempersulit perceraian padahal penggugat sendiri ingin bercerai
sehingga acapkali mereka tidak datang ke tempat mediasi dengan waktu yang sudah
disepakati10. Bagi pihak tergugat/termohon keberadaan mediasi akan ikut membantu
menjernihkan masalah dan berupaya mencari titik temu terhadap problem rumah
tangga yang dihadapi. Beberapa kali ditemukan tergugat/termohon hadir dengan
alasan ingin menjernihkan masalah yang dihadapi dengan pihak
penggugat/pemohon11.
Problem lain kegagalan mediasi dari Problem para pihak ditemukan pada
kondisi rumah tangga yang sudah fatal diambang kehancuran. Berbagai masalah
dalam kasus rumah tangga seperti ini dikemukakan oleh salah satu pihak yang
berperkara dengan kalimat, “sudah tidak nyaman lagi berkeluarga dengan suami”
perasaan saya sebagai isteri sangat tertekan, akibat ulah suami yang sering melakukan
kekerasan, pak hakim tidak ikut merasakan penderitaan saya, dan saya tidak bisa
membiarkan diri saya tidak bahagia dengan masalah di rumah tangga walaupun
sayang dengan keluarga, tapi saya juga harus menyayangi diri saya12. Inilah kalimat-
kalimat yang keluar dari perasaan para pihak yang berperkara dengan kondisi rumah
9 Drs. Muhyddin rauf, S.H., M.H. (57 Tahun), Hakim anggota Pengadilan Agama Makassar,
Wawancara, Makassar,7 juni 2017.
10 Mariati, (30 tahun), Pengugat/Pemohon, Wawancara, Makassar, 8 Juni 2017.
11 Muhammad Yusman, (35 tahun), tergugat/termohon, Wawancara, Makassar, 8 Juni 2017.
12 Mariati, (30 tahun), Pengugat/Pemohon, Wawancara, Makassar, 8 Juni 2017
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tangga yang sudah rapuh. Pernyataan-pernyataan seperti ini, membuat mediator
merasa kesulitan mencari kata-kata yang bisa menggugah dan mengunci agar
perasaan para pihak lebih terbuka untuk menerima kekurangan dan kelemahan pihak
lain.
Kebulatan tekad untuk bercerai didasari juga oleh hasil perundingan dengan
keluarga dari pihak suami maupun isteri. Ketika mereka datang ke pengadilan agama,
hakim meminta untuk menunda, berfikir ulang dan memberi kesempatan kepada
salah satu pihak, tidak lagi diindahkan sebagai pertimbangan untuk tidak bercerai13.
Dalam kondisi di mana para pihak bersikukuh untuk bercerai, ditambah pertimbangan
mereka itu telah dibahas di keluarga masing-masing pihak, mediasi tidak akan
berhasil. Mediator kehabisan amunisi strategi untuk mendamaikan kedua belah pihak
agar menunda dan memikirkan ulang perceraiannya.
Masalah lainnya yang menghambat keberhasilan mediasi dari sisi para pihak
ialah tertutupnya para pihak di dalam menyampaikan masalahnya kepada mediator.
Untuk menghadapi pihak-pihak yang tertutup, sungkan dan malu menyampaikan
masalahnya ke mediator, langkah yang diambil mediator ialah melakukan kaukus.
Perihal kaukus diatur dalam pasal 14 huruf e Perma No.1 tahun 2016 mengenai
prosedur mediasi di pengadilan yaitu yang dimaksud dengan kaukus ialah
“menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa
kehadiran pihak lainya (kaukus)14. Biasanya di dalam kaukus ini para pihak dapat
lebih terbuka menyam-paikan masalahnya. Berbagai alasan yang dikemukakan para
13 Drs. Muhyddin rauf, S.H., M.H. (57 Tahun), Hakim anggota Pengadilan Agama Makassar,
Wawancara, Makassar,7 juni 2017
14 Republik Indonesia, Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,
Pasal 14 Huruf e.
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pihak atas ketertutupan para pihak menyampaikan masalahnya yaitu masalah yang
dihadapinya sangat pribadi dan hanya sebagian saja yang bisa disampaikan kepada
mediator, malu dan sungkan. Mengungkap masalah pribadi orang yang bermasalah
itu tidak gampang, membutuhkan waktu dan kesempatan yang banyak untuk dapat
berbicara secara terbuka. Jika para pihaknya pasif berbicara maka sulit bagi mediator
untuk menggali masalah sesungguhnya. Inilah yang kemudian mediasi menjadi tidak
berhasil dilakukan15.
Kegagalam mediasi dari problem para pihak terletak pula pada proses
perundingan untuk mencari titik temu sudah dilakukan berulang-ulang di luar
pengadilan antar suami isteri dengan kesimpulan bercerai sehingga begitu mereka
melakukan mediasi, dapat dipandang mementahkan kembali point-point kesepakatan
yang telah dibuat secara internal antar suami isteri maupun di kalangan keluarga
dengan melibatkan masing-masing keluarga suami isteri.
Pada banyak kasus perceraian di pengadilan agama, masalah yang diajukan
sudah dilakukan musyawarah antar suami isteri atau di internal keluarga masing-
masing suami isteri. Substansi musyawarah dalam keluarga itu berisi tentang upaya-
upaya untuk mencari titik temu dan berupaya agar suami isteri dalam rumah tangga
bisa rukun kembali. Ketika mereka datang ke pengadilan agama, kemudian dilakukan
mediasi, para pihak menganggap bahwa forum perdamaian semacam itu sudah
dilakukan di keluarga masing-masing sehingga dengan adanya mediasi dianggap
sebagai pengulangan yang sudah dilakukan sebelumnya di luar pengadilan. Tidak
adanya niat yang kuat dari para pihak melakukan perdamaian di luar sidang
15 Drs. Muhyddin rauf, S.H., M.H. (57 Tahun), Hakim anggota Pengadilan Agama Makassar,
Wawancara, Makassar,7 juni 2017
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merupakan salah satu faktor yang menghambat mediasi. Kehadiran para pihak yang
sudah serius ingin bercerai tampaknya hanya formalitas belaka, tidak ada keseriusan
dalam mengikuti proses mediasi. Hal ini khususnya terlihat pada penggugat.
Penggugat biasanya ngotot untuk tetap mempertahankan gugatannya, sebaliknya
tergugat masih menunjukkan adanya keinginan untuk berdamai walaupun tidak
maksimal16.
Menurut Mariati seorang isteri yang menggugat cerai suaminya, pilihan
litigasi yang ditempuh olehnya merupakan pilihan terakhir dimana proses
menempuhnya dengan diawali mediasi hanya merupakan pemborosan waktu17.
Tidaklah mudah mengubah pendirian seseorang, terlebih dalam hal memenuhi
kepentingannya sendiri. Melakukan perdamaian berarti salah satu atau kedua belah
pihak harus rela melepaskan atau mengurangi hak-hak tertentu untuk kepentingan
orang lain. Memasuki arena perrdamaian menuntut masing-masing pihak untuk
berjiwa besar, menghilangkan egoistis dan memandang pihak lain dalam posisi yang
satu sama lain mempeoleh kepentingan yang dipersengketakan. Ini merupakan
sesuatu yang sangat sulit, kecil kemugkinan bagi mediator untuk menembus kondisi
para pihak yang sudah teguh dengan pendirian menempuh jalur litigasi yang
dianggapnya sebagai jalur yang tepat untuk menyelesaikan sengketa yang
dihadapinya.
Para pihak yang kukuh pada pendiriannya untuk bercerai menganggap bahwa
proses litigasi merupakan upaya terakhir untuk memperoleh perlindungan hukum.
Proses negosiasi atau musyawarah yang ditempuh sebelum mengajukan gugatan ke
16 Drs. Muhyddin rauf, S.H., M.H. (57 Tahun), Hakim anggota Pengadilan Agama Makassar,
Wawancara, Makassar,7 juni 2017.
17 Mariati, (30 tahun), Pengugat/Pemohon, Wawancara, Makassar, 8 Juni 2017.
55
pengadilan dianggap tidak mampu untuk mewujudkan rasa keadilan yang
didambakan oleh para pihak.
Sesungguhnya kegagalan mediasi dari aspek para pihak dapat pula dikaitkan
dengan perkara yang diajukannya. Jika perkara yang diajukan para pihak menyangkut
kekerasan di dalam rumah tangga dan ada pihak ketiga biasanya sulit untuk
didamaikan. Tetapi sebaliknya jika perkara perceraian yang diajukan oleh para pihak
itu menyangkut alasan ketidakcukupan ekonomi atau nafkah yang dihasilkan oleh
suami atau misalnya karena ketersinggungan yang berulang-ulang yang dilakukan
salah satu pihak biasanya mediasi berhasil18.
Yang tidak kalah pentingnya faktor kegagalan mediasi dari segi para pihak
adalah rasa gengsi atau malu. Gengsi untuk rujuk kembali karena sudah menyatakan
ingin berpisah19. Dengan demikian, peran para pihak untuk mencari solusi dan itikad
baik bagi masalah yang dihadapi akan membantu keberhasilan mediasi, sebaliknya
ketiadaan peran aktif dan itikad baik para pihak untuk mencari solusi membuat
mediasi gagal.
3. Problem Advokat
Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam
maupun di luar pengadilan20. Salah satu kewajiban advokat sebagai pemberi bantuan
hukum di lingkungan peradilan adalah pemenuhan kualifikasi dasar agar dapat
berinetraksi secara fungsional dengan pelaku peradilan lainnya dan menjamin
terselenggaranya proses peradilan yang mengedepankan prinsip sederhana, murah
18 Drs. Muhyddin rauf, S.H., M.H. (57 Tahun), Hakim anggota Pengadilan Agama Makassar,
Wawancara, Makassar,7 juni 2017.
19 Mariati, (30 tahun), Pengugat/Pemohon, Wawancara, Makassar, 8 Juni 2017.
20 Republik Indonesia, Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 1angka 1.
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dan cepat21. Advokat yang tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagaimana
mestinya dan menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan kliennya akan
memberi dampak negatif terhadap keberhasilan mediasi. Advokat yang tidak bisa
menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya dan menempatkan kepentingan
pribadi di atas kepentingan kliennya akan memberi dampak negatif terhadap
keberhasilan mediasi22.
Para pihak yang diwakili oleh advokat biasanya tidak ikut serta dalam
mengikuti proses mediasi yang diselenggarakan di pengadilan agama. Segala sesuatu
yang terkait dengan penyelesaian sengketa baik pada saat pendaftaran gugatan
maupun dalam hal penyelesaian mediasi sepenuhnya diserahkan kepada advokat23.
Dengan demikian, mengingat advokat mewakili kepentingan kliennya, jika
kliennya sudah berketetapan hati untuk bercerai, maka advokat akan mengikuti
kehendak sang klien. Tetapi sebaliknya, jika kilennya mengharapkan ada upaya
damai dengan salah satu pihak, biasanya mereka datang didampingi dengan
advokatnya. Kehadiran advokat bagaimanapun telah menyebabkan mediasi tidak
dapat dilaksanakan dengan optimal mengingat advokat dalam kasus perceraian
misalnya, tidak merasakan masalah yang dihadapi oleh kliennya sehingga ketika
mediasi dilaksanakan advokat akan mengatakan bahwa kliennya sudah berkete-tapan
hati untuk bercerai dengan suami/isterinya24. Proses mediasi khususnya dalam
21 Daniel S. Lev. Advokat Indonesia Mencari Legitimasi, (Jakarta : Pusat Studi Hukum dan
Kebijakan Indonesia , 2000 ),h.59.
22 Eka Ernas, S.H. (36 tahun), Advokat di PA Makassar, Wawancara, Makassar, 9 Juni 2017.
23 Drs. Muhyddin rauf, S.H., M.H. (57 Tahun), Hakim anggota Pengadilan Agama Makassar,
Wawancara, Makassar,7 juni 2017.
24 Drs. Muhyddin rauf, S.H., M.H. (57 Tahun), Hakim anggota Pengadilan Agama Makassar,
Wawancara, Makassar,7 juni 2017.
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perkara perceraian yang menggunakan jasa advokat pada umumnya para pihak tidak
ikut hadir di dalam proses mediasi sehingga para pihak secara inperson sulit bertemu
mengemukakan masalah yang sesungguhnya.
E. Upaya Mediator Dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama
Makassar
Dan adapun upaya-upaya yang di lakukan hakim mediator dalam
mendamaikan kedua belah pihak mempunyai cara-cara tersendiri ialah
a. Nasehat dari hakim
Nasehat dari hakim merupakan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim
Mediator ketika memediasi para pihak dengan memberikan nasehat, saran, maupun
pandangan-pandangan yang bersifat persuasif terhadap suami dan istri yang hendak
bercerai. Hakim Pengadilan Agama Makassar meminta pada suami dan istri untuk
datang sendiri ke persidangan, kemudian dinasehati agar mempertimbangkan kembali
niat mereka untuk bercerai.
Teknik penasehatan dan metode pendekatan yang digunakan diserahkan
kepada hakim. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara
khusus tentang metode pendekatan yang harus digunakan oleh hakim untuk
memberikan nasehat25.
b. Hakamain
Hakamain merupakan upaya mediasi yang ditempuh oleh hakim dengan
mendatangkan keluarga suami istri yang sedang berperkara perceraian atau orang lain
yang dipandang hakim dapat mendamaikan mereka.
25 Drs. Muhyddin rauf, S.H., M.H. (57 Tahun), Hakim anggota Pengadilan Agama Makassar,
Wawancara, Makassar,7 juni 2017.
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Biasanya ada orang tua dari pihak suami istri yang tidak menginginkan
perdamaian tersebut terwujud karena perselisihan yang terjadi di antara suami istri
juga melibatkan terjadinya perselisihan dilingkungan kerabat keluarga kedua belah
pihak. Pihak keluarga termasuk orang tua menjadi faktor penghambat mediasi karena
terkadang mencampuri agar anaknya tidak dapat rukun kembali, walaupun anaknya
masih ingin rukun26.
Hakim selaku mediator yang memediasi perkara perceraian berupaya
semaksimal mungkin untuk mewujudkan perdamaian antara suami istri yang
bersengketa, tetapi keputusan akhirnya dikembalikan kepada kedua belah pihak.
Kesimpulan itu diambil oleh para pihak, mediasi itu hanya menuntun dan hanya
bertanya apa yang diinginkan oleh para pihak. Apabila terjadi komunikasi, tentu
hakim itu hanya memfasilitasi saja antara penggugat dan tergugat dan tidak
mengambil kesimpulan.
Pada dasarnya para hakim Pengadilan Agama Makassar berupaya
mewujudkan tercapainya perdamaian antara suami istri yang hendak bercerai, karena
dapat membawa kepada hal-hal yang buruk bagi anak-anak mereka dan juga bagi
keluarga besar kedua belah pihak.
Walaupun tugas pokok hakim dalam perkara perceraian salah satunya adalah
mengupayakan terjadinya perdamaian antara suami dan istri yang hendak bercerai,
tetapi hakim Pengadilan Agama Sungguminasa senantiasa menjaga agar jangan
sampai upaya perdamaian tersebut terkesan dipaksakan27.
26 Drs. Muhyddin rauf, S.H., M.H. (57 Tahun), Hakim anggota Pengadilan Agama Makassar,
Wawancara, Makassar,7 juni 2017.
27 Drs. Muhyddin rauf, S.H., M.H. (57 Tahun), Hakim anggota Pengadilan Agama Makassar,
Wawancara, Makassar,7 juni 2017.
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Keberhasilan dari upaya perdamaian yang dapat dinilai oleh hakim Pengadilan
Agama Sungguminasa jika diantara suami istri menunjukkan beberapa sikap seperti,
tidak ada lagi pertengkaran, saling maaf-memaafkan serta saling memahami kembali
tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri28.
Dalam konteks tindak lanjut upaya perdamaian yang berhasil diwujudkan,
para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan
yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Dokumen kesepakatan
damai akan dibawa kehadapan Hakim Pemeriksa Perkara untuk dapat dikukuhkan
menjadi akta perdamaian. Hakim Pengadilan Agama Makassar membuat keputusan
berupa penetapan majelis hakim yang menetapkan perdamaian, kemudian meminta
kepada pihak penggugat untuk mencabut perkara perceraian.
Dari hakim Mediator yang menjadi informan penulis dalam wawancara
mengatakan bahwa upaya perdamaian yang mereka lakukan ada yang mencapai
keberhasilan yang ditandai dengan dicabutnya perkara perceraian oleh penggugat,
tetapi ada pula yang tidak berhasil sehingga jatuh putusan tentang perceraian.
Menurut hasil penelitian, bahwa di Pengadilan Agama Makassar ditemukan
hal-hal yang dikategorikan sebagai faktor penghambat keberhasilan mediasi di
Pengadilan Agama Makassar khususnya terhadap perkara perceraian. Faktor-faktor
tersebut yang dapat ditimbulkan oleh hal-hal yang terdapat pada diri pihak itu sendriri
(faktor internal) dan dapat juga ditimbulkan dari faktorluar diri dan keinginan para
pihak (faktor eksternal).
28 Abd. Muis Thahir, Asas Perdamaian Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama





Dari hasil penelitian dan pembahasan penulis dapat disimpulkan sebagai
berikut :
1. Pelaksanaan mediasi di pengadilan Agama Makassar meliputi: Pendaftaran
gugatan, Gugatan diajukan karena adanya sengketa atau konflik menyangkut
hak-hak keperdataan seseorang atau sekelompok orang yang menganggap
bahwa haknya itu telah dilanggar oleh orang lain. Suami atau istri yang
merasa haknya dilanggar oleh pasangannya kemudian melakukan pendaftaran
gugatan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Agama Makassar. Kemudian
akan dilakukan proses persidangan setelah dilakukan penunjukan Majelis
Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama. Ketika para pihak hadir pada saat
persidangan maka Ketua Majelis Hakim kemudian menyampaikan proses
mediasi kepada para pihak. Dan dilakukan pemanggilan ulang jika para pihak
atau salah satu pihak tidak hadir. Proses mediasi dalam perceraian hanya
dapat berjalan jika penggugat dan tergugat (suami dan istri) hadir saat
persidangan. Selanjutnya Pemilihan Mediator Adapun mengenai penunjukan
mediator di Pengadilan Agama Makassar, bahwa di Pengadilan Agama
Makassar ini, terdapat 2 jenis sifat mediator, yaitu:
a. Mediator non hakim dengan penunjukan dari yang berwenang dalam
arti ada surat keputusan dari ketua Pengadilan Agama.
b. Mediator dari hakim dengan catatan mediator bukan hakim yang
memeriksa perkara dan atas permintaan para pihak.
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Di lakukanya Proses mediasi, penyampaian dokumen kesepakatan damai
kehadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara (perkara dicabut), jika proses
mediasi gagal, maka proses persidangan dilanjutjkan, eksekusi.
2. Berikut problem-problem yang di hadapi hakim mediator dalam
melaksanakan atau mendamaikan para pihak yang berperkara antara lain:
a. kedua belah pihak sudah bulat inggin bercerai. karena bagaimanpun usaha
yang di lakukan hakim mediator untuk mendamaikan para pihak, jika para
pihak tetap pada pendirianya untuk bercerai, maka upaya hakim mediator
tetap tidak akan bisa mencegah terjadinya perceraian.
b. keterlibatan pihak ketiga atau campur tangan pihak ketiga yang dapat
menghambat perdamaian. seperti keterlibatan dua keluarga yang
mengharapkan pasangan untuk tetapa bercerai sebab mereka tidak ada
kecocokan lagi antara keduanya.
c. keterbatasan waktu, jadi para hakim tersebut sangat sedikit waktu yang di
luangkan untuk menjalankan proses mediasi, para hakim harus
menyelesaikan perkara-perkara yang di sidangkan tiap harinya, padahal
hakim mediator harus memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan
apa saja yang di butuhkan untuk mendamaikan para pihak melalui cara
mediasi.
d. kedua bela pihak tidak hadir dalam Proses mediasi. dengan demikian
maka secara otomatis mediasi tidak dapat di laksanakan, hal ini sangat
mempengaruhi efektifitas upaya hakim mediator agar merubah keinginan
para pihak yang ingin bercerai.
62
3. Dan adapun upaya-upaya yang di lakukan hakim mediotor dalam
mendamaikan kedua bela pihak mempunyai cara-cara tersendiri ialah:
a. mengigatkan para pihak dalam tujuan dari perkawinan.
b. memberikan nasehat bagi para pihak untuk tidak bercerai Nasehat dari
hakim merupakan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim
Mediator ketika memediasi para pihak perkara perceraian dengan
memberikan nasehat, saran, maupun pandanganpandangan yang bersifat
persuasif terhadap suami dan istri yang hendak bercerai.
c. mengigatkan akibat yang timbul setelah terjadinya perceraian, jika tercadi
perceraian maka para pihak tidak dapat perkumpul kembali dengan anak,
tidak bebas bertemu anak, dan anak sebaliknya juga demikian.
d. Hakamain merupakan upaya mediasi yang ditempuh oleh hakim dengan
mendatangkan keluarga suami istri yang sedang berperkara perceraian
atau orang lain yang dipandang hakim dapat mendamaikan mereka.
e. Hakim selaku mediator yang memediasi perkara perceraian berupaya
semaksimal mungkin untuk mewujudkan perdamaian antara suami istri
yang bersengketa, tetapi keputusan akhirnya dikembalikan kepada kedua
belah pihak. Kesimpulan itu diambil oleh para pihak, mediasi itu hanya
menuntun dan hanya bertanya apa yang diinginkan oleh para pihak.
Apabila terjadi komunikasi, tentu hakim itu hanya memfasilitasi saja
antara penggugat dan tergugat dan tidak mengambil kesimpulan.
63
B. Saran
Menurut penulis ada tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan
mediasi atau mendamaikan para pihak yaitu:
1. Aspek substantif keberhasilan mediasi menyangkut kepuasan khusus yang
diperoleh para pihak di dalam menyelesaikan sengketanya. Dalam perkara
perceraian, kepuasan khusus itu dipenuhi dengan salah satu pihak mengalah
dan mengakui kekeliruannya serta berusaha berjanji untuk memperbaiki diri.
Kepuasan dalam sengketa perceraian bisa pula dipenuhi dengan adanya tawar
menawar antara suami dan isteri untuk saling memberi, bukan saling
menuntut, sebab pengorbanan dalam menjalin hubungan suami isteri harus
didahulukan. Suami memberi apa yang dikehendaki oleh isteri dan isteri
memberi apa yang dikehendaki oleh suami.
2. Aspek prosedur Yang di maksud aspek prosedur adalah adanya perasaan puas
yang dialami para pihak mengikuti proses mediasi dari awal sampai akhir.
Kepuasan prosedur ditandai oleh adanya perlakuan yang fair antara para pihak
di dalam menegosiasikan sengketa yang dialami. Para pihak duduk sama
tinggi dan tidak ada pihak yang dilecehkan. Dalam perkara perceraian, baik
suami maupun isteri kendatipun dalam posisi yang dianggap salah, salah satu
pihak masih memperlakukannya secara wajar sehingga suami maupun isteri
merasa dalam posisi yang terhormat. Keberhasilan mediasi dari aspek
prosedur ini dapat pula dilihat dari netralitas mediator dalam proses mediasi
untuk mendengarkan dan memahami dengan baik perasaan dan bahasa para
pihak sehingga diantara para pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Dalam
aspek prosedur ini, masing-masing pihak memberikan andil dan saham yang
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besar bagi keberhasilan mediasi. Kepuasan prosedur yang dialami para pihak
yang bersengketa terletak pada adanya kesederajatan di dalam mengemukakan
pendapat, gagasan, usul dan keinginan-keinginan yang minta dipenuhi oleh
salah satu pihak. Kepuasan prosedur yang dialami mediator terletak pada
adanya kerjasama para pihak untuk mengatur irama prosedur mediasi dari
awal sampai akhir.
3. Aspek psikologis adalah menyakut kepuasan emosi para pihak yang
terkendali, saling menjaga perasaan, menghormati, dan penuh dengan
keterbukaan. Sikap-sikap para pihak yang muncul untuk menyelesaikan
sengketa dengan baik dapat mendorong lahirnya kepuasan psikologis diantara
para pihak. Merasa dihargai dalam forum mediasi oleh suami atau isteri, atau
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